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menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Masyarakat di sekitarnya harus memprakasai kegiatan wajib lapor ini agar segera dapat mencapai lingkungan bebas Narkoba.
Pengaturan Wajib Lapor Pecandu Narkotika bertujuan untuk memenuhi hak pecandu narkotika dalam mendapatkan pengibatan dan atau perwatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial; mengikutsertakan orang tua, wali, keluarga dan masyarakat dalam meningkatkan tanggung jawab terhadap pecandu narkotika yang ada di bawah pengawasan dan bimbingannya; dan memberikan bahan informasi bagi pemerintah dalam menetapkan kebijakan di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. [footnoteRef:2] [2:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Wajib Lapor Pecandu Narkotika dilakukan di Institusi Penerima Wajib Lapor; Pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit dan atau lembaga rehabilitasi medis sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Nomor 1305/MENKES/SK/VI/2011 tentang Institusi Penerima Wajib Lapor. Disamping itu, lembaga rehabilitasi sosial sebagai Institusi Penerima Wajib Lapor ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.
Wajib lapor dilakukan dengan melaporkan pecandu narkotika kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Laporan dilakukan selain pada Institusi Penerima Wajib Lapor, petugas yang menerima laporan meneruskannya kepada Institusi Penerima Wajib Lapor. Pecandu yang telah melaksanakan wajib lapor dimaksud, wajib menjalani rehabilitasi medis dan atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasinya. Rehabilitasi medis dapat dilaksanakan melalui rawat jalan atau rawat inap sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. Rehabilitasi sosial dapat dilaksanakan baik di dalam maupun di luar lembaga rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi dengan mempertimbangkan hasil asesmen. [footnoteRef:3] [3:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Pecandu narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan dengan mengikutsertakan partisipasi masyarakat. Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah dibidang sosial dan Badan Narktika Nasional.
Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika, menentukan seorang pecandu Narkotika diwajibkan untuk melaporkan diri ke lembaga-lembaga yang telah ditunjuk oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Sosial RI. Kegiatan melaporkan diri ini dapat dilakukan oleh pecandu yang sudah cukup umur atau keluarganya, dan/atau orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur. Pecandu yang melaporkan dirinya akan berhak mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.
Pecandu narkotika yang telah melaporkan diri atau dilaporkan kepada Institusi Penerima Wajib Lapor serta telah menjalani assesment akan diberi kartu lapor diri. Setelah melakukan wajib lapor, maka dibuat rencana rehabilitasi yang disepakati oleh pecandu narkotika, orang tua, wali, atau keluarga pecandu narkotika dan pimpinan Institusi Penerima Wajib Lapor. [footnoteRef:4] [4:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Pecandu narkotika yang telah melaksanakan Wajib Lapor kemudian wajib menjalani rehabilitasi medis atau rehabilitasi sosial sesuai dengan rencana rehabilitasi yang telah dibuat. Fasilitas layanan kesehatan yang menjadi Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) di Indonesia masih terbatas dan belum menjangkau ataupun menyentuh kelompok tersembunyi.
Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut mengatakan, saat ini untuk pelayanan kesehatan untuk para pencandu narkotika masih minim dan sedikit. Untuk itu dengan adanya pertemuan lintas sektor terhadap instansi terkait dimaksudkan ke depannya IPWL tersebut bisa bertambah dan ditingkatkan dari jumlah yang ada saat ini. Adanya IPWL maka para pencandu atau penyalahgunaan narkotika bisa ditangani dengan cepat sehingga mereka bisa terobati dan berhenti menggunakan narkotika yang membahayakan bagi diri pemakai. Adanya tukar pendapat dengan para instansi yang berkepentingan terhadap perawatan dan pengobatan para penyalahgunaan narkotika itu nantinya fasilitas pelayanan IPWL akan bisa bertambah. [footnoteRef:5]  [5:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Adanya keterbatasan fasilitas kesehatan itu maka terkesan program untuk menurunkan angka penyalahgunaan narkotika akan sedikit terkendala dan hanya menyentuh pada pelapor diri umumnya. Pecandu yang lapor diri, umumnya penyalah guna yang telah mengikuti program terapi metadon (PTRM) yang artinya belum menyentuh kelompok tersembunyi sehingga ke depannya nanti perlu adanya program yang dapat mendukung program wajib lapor melalui sistem layanan Out Reach Centre (ORC) dan One Stop Centre (OSC) untuk menjangkau kelompok tersembunyi. Dua program untuk mendukung program wajib lapor itu diharapkan berjalan dan selain menjangkau masyarakat umumnya, juga bisa menjangkau kelompok-kelompok tersembunyi.
Adanya Institusi Penerima Wajib Lapor ini akan lebih memudahkan untuk bisa mengawasi para pencandu narkotika khususnya di wilayah Kota Medan dan sekitarnya. Kecanduan narkotika merupakan penyakit ketergantungan pada otak sehingga proses penyembuhannya memakan waktu lama. Menjalankan fungsinya ini, baik dokter, perawat maupun psikolog di Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara telah mendapatkan pembekalan ilmu melalui training yang diberikan oleh BNN. Pihaknya juga mengingatkan bahwa keberadaan institusi penerima wajib lapor bukan berarti melindungi para penyalahguna NAPZA. [footnoteRef:6] [6:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Proses penetapan Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dengan terlebih dahulu diusulkan oleh dinas kesehatan setempat, sedangkan persyaratan untuk dapat ditetapkan sebagai IPWL yaitu telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi Napza sebelumnya dan/atau pernah menerima pelatihan di bidang gangguan penggunaan Napza yang tercatat pada Kementerian Kesehatan. [footnoteRef:7] [7:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Tim Penerima Wajib Lapor (tim PWL) adalah tim yang terdiri dari dokter sebagai penanggung jawab dan tenaga kesehatan lain yang terlatih dalam bidang adiksi Napza, khususnya yang telah mengikuti pelatihan modul asesmen dan penyusunan rencana terapi (Subdit Napza-Pusdiklat Kementerian Kesehatan). Penunjukan tim PWL dilakukan oleh pimpinan IPWL, yaitu Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara. [footnoteRef:8]  [8:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Masa kerja tim PWL ditetapkan oleh pimpinan IPWL, diharapkan berlaku sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun. Tim dapat bekerja secara eksklusif untuk proses penerimaan wajib lapor atau bekerja secara paruh waktu, di luar pekerjaan utamanya, bergantung pada ketersediaan sumber daya manusia pada masing-masing IPWL.
Waktu layanan penerimaan wajib lapor berlaku pada hari kerja, dengan jam layanan menyesuaikan. Waktu layanan pada Puskesmas atau Balai Kesehatan Masyarakat terkendala dengan jumlah pasien dan terbatasnya SDM, dapat berlangsung 2 (dua) hari kerja dalam seminggu, dengan jam layanan menyesuaikan. Fasilitas kesehatan yang telah memberikan pelayanan terapi rehabilitasi Napza terhadap pecandu narkotika, jam layanan penerimaan wajib lapor disesuaikan dengan jam layanan terapi rehabilitasi Napza. Jam layanan hendaknya mengakomodasi kebutuhan pasien wajib lapor.
Komponen layanan meliputi: 
1. Proses wajib lapor 
2. Proses konseling adiksi lanjutan (dilakukan setelah menjalani proses wajib lapor). [footnoteRef:9] [9:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Prosedur layanan proses wajib lapor yaitu: 
1. Asesmen menggunakan Formulir Asesmen Wajib Lapor. Formulir Asesmen Wajib Lapor dan Rehabilitasi Medis beserta petunjuk pengisian Formulir. 
2. Tes urin (urinalisis) untuk mendeteksi ada atau tidaknya narkotika dalam tubuh pecandu. Alat yang digunakan adalah untuk mendeteksi paling sedikit 3 (tiga) jenis narkotika, yaitu opiat, ganja, metamfetamin, atau MDMA. 
3. Pemberian konseling dasar adiksi Napza, yang ditujukan untuk mengkaji pemahaman pasien atas penyakitnya serta pemahamannya akan pemulihan. Pemberian konseling dasar juga dimaksudkan untuk meningkatkan motivasi pasien dalam melakukan perubahan perilaku ke arah yang lebih positif. 
4. Bagi pecandu narkotika yang memiliki riwayat penggunaan narkotika dengan cara suntik, diberikan konseling pra-tes HIV dan ditawarkan untuk melakukan pemeriksaan HIV mengikuti prosedur yang berlaku. 
5. Pemeriksaan penunjang lain (bila perlu). 
6. Pengobatan simtomatik (bila perlu). 
7. Penyusunan rencana terapi, meliputi rencana rehabilitasi medis dan/atau sosial, intervensi psikososial yang diperlukan, serta pemeriksaan dan/atau perawatan HIV bila diperlukan. [footnoteRef:10]  [10:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 


Prosedur konseling adiksi lanjutan, yaitu: 
1. Dilakukan setelah proses wajib lapor selesai dilaksanakan. 
2. Konseling adiksi merupakan bentuk rehabilitasi medis sederhana. 
3. Konseling adiksi Napza dilakukan secara berkelanjutan, dengan frekuensi menyesuaikan kondisi pasien, setidaknya berlangsung 4 (empat) kali pertemuan. Konseling dapat bersifat jangka panjang, namun untuk kepentingan klaim hanya ditanggung hingga 8 (delapan) kali pertemuan. [footnoteRef:11] [11:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 


Prosedur urinalisis yaitu: 
1. Monitoring penggunaan narkotika melalui urinalisis secara random, hanya satu kali sepanjang tahun berjalan. Apabila membutuhkan urinalisis lanjutan, biaya dibebankan pada pasien atau sumber lain yang tidak mengikat. 
2. Pengambilan sampel urin perlu observasi seksama agar sampel urin sungguh-sungguh berasal dari pasien yang bersangkutan, tidak dicampur dengan air ataupun dengan zat-zat lain. 
3. Pemeriksaan sampel urin dalam proses wajib lapor bersifat skrining, menggunakan stik. [footnoteRef:12] [12:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 


		Berdasarkan hasil wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut disebutkan bahwa sampai sekarang jumlah yang melakukan wajib lapor di Kota Medan masih minim sedangkan yang memanfaatkan sarana rehabilitasi juga sedikit. Pecandu narkotika selain melakukan wajib lapor, pihaknya juga menekankan bahwa yang bukan pengedar hanya direhabilitasi serta tidak diproses secara hukum. Wajib lapor justru para pecandu dapat diarahkan ke panti rehabilitasi sehingga dapat berkonsultasi serta mendapatkan terapi pengobatan. [footnoteRef:13] [13:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Wajib lapor bagi pengguna, korban penyalahgunaan narkotika merupakan program yang diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 25 tahun 2011 tentang wajib lapor. Rehabilitasi para pecandu dapat lepas dari ketergantungan. Pecandu narkotika dapat langsung mendapatkan pelayanan rehabilitasi yang difasilitasi pemerintah yang ada di Kota Medan dan belum tentu harus menginap berhari-hari.
Berdasarkan hasil hasil wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut dijelaskan berbagai alasan faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor yakni sebagai berikut : 
1. Faktor Internal. 
Faktor internal dari orangtua atau wali pecandu tidak melapor kepada kepada Institusi Penerima Wajib Lapor adalah karena merupakan aib yaitu suatu perbuatan atau celaan yang membuat rasa malu pada diri seseorang. Aib merupakan alasan utama dalam diri orangtua atau wali dari pecandu yang tidak melakukan wajib lapor ke Institusi Penerima Wajib Lapor. [footnoteRef:14] [14:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Orangtua dari anak pecandu narkotika tidak tega untuk melaporkan anaknya. Orangtua/wali dari seorang anak yang menjadi pecandu narkotika merupakan suatu penderitaan bagi orangtua/wali dan keluarga. Pecandu narkotika bukan saja menimbulkan aib anak dan keluarga tetapi menjadi beban sosial dalam bentuk kerugian oleh karena lemahnya atau rusaknya salah seorang anggota keluarganya.
2. Faktor Eksternal:
Faktor eksternal dari orangtua atau wali pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada kepada Institusi Penerima Wajib Lapor adalah:
a. Orangtua atau wali takut anaknya akan di penjara setelah melapor, perlu diketahui bahwa seseorang yang sudah menjadi pecandu narkotika apabila langsung melaporkan ke Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yakni selaku Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) maka akan segera di tindak lanjuti sesuai peraturan yakni IPWL akan melakukan assesmen kepada pecandu narkotika untuk mengetahui kondisi pecandu, assesmen ini dilakukan dengan cara wawancara terhadap pecandu, observasi atas perilaku pecandu serta pemeriksaan fisik dan psikis pecandu narkotika, dan setelah melakukan asesmen akan di berikan kartu lapor diri.
b. Takut apabila melapor dan menjalani rehabilitasi anaknya akan berhenti sekolah. Menurut hasil wawancara Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut bahwa orang tua pecandu menganggap apabila anaknya menjalani rehabilitasi medis maupun rehabilitasi sosial, jenjang pendidikan anaknya akan berhenti dan berdampak buruk pada masadepan anak, dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2011 tentang Pelaksanaan Wajib Lapor Pecandu Narkotika menyebutkan bahwa Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) tidak memiliki kemampuan untuk melakukan pengobatan/perawatan tertentu sesuai dengan rencana rehabilitasi atau atas permintaan pecandu narkotika, orangtua/wali atau keluarga dan Institusi Penerima Wajib Lapor  (IPWL) akan merujuk institusi yang memiliki kemampuan tersebut, jadi pecandu yang menjalankan rehabilitasi medis berupa terapi sesuai dengan rujukan dari Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) serta permintaan pecandu, orangtua/wali atau keluarga dapat melakukan kegiatan sekolah sesuai dengan jadwal anak.
Upaya Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu tidak melapor Kepada Institusi Penerima Wajib Lapor dilihat dari faktor internal dan eksternal, maka Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara selaku institusi yang berwenang dalam kasus penyalahgunaan narkotika selain melakukan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan narkotika di kalangan masyarakat, Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara juga melakukan upaya untuk menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL). [footnoteRef:15] [15:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 

Berdasarkan hasil penelitian, upaya yang dapat dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara dalam menanggulangi faktor penyebab orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) yaitu:
a. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu tentang UU Narkotika. 
Hal ini dilakukan karena mayoritas orangtua atau wali dari pecandu narkotika masih belum mengetahui dan memahami UU Narkotika khususnya mengenai wajib lapor pada Pasal 55 ayat 1 (satu) yakni “orangtua atau wali dari pecandu narkotika yang belum cukup umur wajib melapor kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial” dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika perlu adanya peran orangtua/wali guna membantu pemerintah agar lebih optimal, peran orangtua/wali ini sangatlah sentral yakni tanggung jawab, pengawasan dan bimbingan terhadap anaknya karena orangtua/wali serta keluarga sebagai unit kecil dalam masyarakat yang merupakan wadah utama dalam proses pembelajaran anak menuju kepribadian yang dewasa, orangtua/wali serta keluarga merupakan benteng utama yang dapat mencagah anak dari masalah narkotika.
Pasal 55 ayat (1) UU Narkotika, masyarakat belum mengetahui dan memahami sanksi pidana apabila tidak melapor kepada Institusi Penerima Wajib lapor (IPWL), dalam hal ini terdapat pada Pasal 128 ayat (1) UU Narkotika yakni “Orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur, sebagai mana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) yang sengaja tidak melapor, di pidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)”.
b. Memberikan sosialisasi/penjelasan kepada orangtua atau wali dari pecandu yang belum cukup umur mengenai wajib lapor, tata cara wajib lapor serta rehabilitasi baik medis maupun rehabilitasi sosial.
c. Meningkatkan peran orangtua dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Peran orangtua/wali dan keluarga sangatlah penting, sebagai langkah awal mencegah penyalahgunaan narkotika pada anak di bawah umur serta di dukung oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara agar lebih optimal dalam menanggulangi penyalahgunaan narkotika. Upaya meningkatkan peran orangtua/wali yang dilakukan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yaitu :
a. Luangkan waktu untuk anak.
Terkadang orangtua terlalu sibuk akan pekerjaan dan urusan masing-masing sehingga tidak ada waktu bersama anak-anak, meluangkan waktu untuk anak memang sangat penting. Dalam kesibukan rutin yang dilakukan oleh orangtua, terkadang orangtua lupa untuk meluangkan waktu bersama anak-anak, padahal tujuan meluangkan waktu dengan anaknya yaitu untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak. Anak yang merasa tidak bisa berkomunikasi dengan orangtuanya biasanya berpaling ke luar (pergaulan) dan hal ini bisa membawa dampak negatif terhadap mereka, istilahnya jadilah pendengar yang baik bagi anak.
b. Orangtua sebagai contoh teladan bagi anak.
Orangtua yang biasa menyalahgunakan alkohol dan rokok, dapat mempengaruhi untuk ikut menyalahgunakan zat tersebut. Jika ayah dan ibunya adalah seorang pemabuk, kemungkinan besar anaknya akan menjadi pengguna alkohol.
c. Orangtua sebagai pendidik pencegahan narkotika.
Beberapa informasi penting mengenai hal ini perlu dipelajari oleh orangtua, misalnya bahwa penggunaan minuman keras dan penyalahgunaan narkotika dapat merugikan dan mencederai diri sendiri maupun orang lain. Bahwa bagi anak-anak narkotika dapat menghambat pertumbuhan dan merusak sel-sel saraf pada otak bahkan menyebabkan kematian serta penyalahgunaan narkotika ini melanggar hukum.
d. Orangtua sebagai pengawas.
Walaupun kegiatan orangtua sibuk akan tetapi perlu di ingat bahwa orangtua harus mengetahui siapa saja teman anaknya, kemana mereka pergi, apa kegiatan anak. Keluarga perlu membentuk kebijaksanaan/peraturan keluarga yang jelas. Anak-anak akan menjadi lebih bertanggung jawab apabila orangtua menegakkan keterbatasan terhadap kegiatan atau kelakuan mereka, seperti waktu pulang ke rumah, penggunaan uang saku, dan sebagainya. Dengan pengaturan anak akan tahu mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan. Perlu jelas bahwa penyalahgunaan narkotika dilarang dalam keluarga dan ada konsekuensi hukumnya apabila menyalahgunakan narkotika.
4. Menekankan sosialisasi ke sekolah-sekolah guna memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkotika.
Masalah penyalahgunaan narkotika yang terjadi di kota Medan pada umumnya masih tetap penyalahgunaan narkotika di kalangan anak di bawah umur, dan mereka rata-rata masih duduk di bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Sekolah, dimana anak-anak pada umumnya berada 5-6 jam per hari, merupakan potensi yang sangat besar untuk mempengaruhi kehidupan anak-anak sehari-hari. Sebagai tempat anak-anak berkumpul dengan kelompok sebaya mereka, sekolah dapat menjadi suatu ajang pertukaran, pembagian, jual-beli, serta perkenalan terhadap penyalahgunaan narkotika yang paling efektif. Oleh karena itu upaya Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara untuk memberikan pengetahuan akan bahayanya penyalahgunaan narkotika perlu di tingkatkan dengan mengadakan penyuluhan tentang narkotika yakni :
a. Memberikan materi pencegahan bahwa penyalahgunaan narkotika tidak sehat dan membahayakan semua orang bahkan dapat mengakibatkan kematian.
b. Materi yang di sampaikan oleh Institusi Penerima Wajib Lapor Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Utara yakni dengan mengemas materi berupa jenis-jenis narkotika, sejarah, farmakologi serta akibat-akibat sosial ekonominya, pendekatan yang paling efektif dengan membicarakan mengenai ketrampilan yang dapat memperbaiki kualitas kehidupan mereka dan memberikan jalan keluar di dalam menanggulangi masalah penyalahgunaan narkotika.
c. Memberikan materi tentang budi pekerti yang luhur serta agama yang merupakan benteng kuat dari pengaruh kehidupan bahaya penyalahgunaan narkotika.
d. Menekankan kepada anak tentang peningkatan kemampuan individu untuk pengambilan keputusan, menolak penawaran menggunakan narkotika oleh teman, peningkatan kemampuan mengatasi kesulitan atau permasalahan, cara mengatasi stress, dan kemampuan mengemukakan perasaan dan isi pikiran secara sehat. [footnoteRef:16] [16:  Hasil Wawancara dengan  Indriana, Konselor Seksi Penguatan Lembaga Rehabilitasi Bidang Rehabilitasi BNNP Sumut, Rabu 04 September 2024 Pukul 10.00 Wib] 
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